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ABSTRAK

Bergulirnya wacana tentang relasi agama dan negara, seolah tiada
habisnya. Perbincangan tersebut, senantiasa aktual dan faktual seiring dengan
berlakunya konsepsi ajaran agama Islam yang multi interpretasi. Oleh karena itu,
meskipun sudah banyak uraian yang diberikan tentang konsepsi relasi agama dan
negara, upaya untuk mencari format yang memungkinkan akan selalu layak untuk
diperbincangkan dan diperdebatkan. Termasuk pandangan tokoh agama seperti
Muhammad Natsir dan negarawan seperti Munawir Sjadzali, pandangan dua
tokoh itu layak dikaji mengingat keduannya adalah sama sama tokoh besar yang
pemikiranya telah banyak mewarnai khasanah pemikiran keislaman dan
kenegaraan.

Jenis penelitian ini adalah Library Research, yaitu penelitian yang
dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-
literatur. Sementara, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis
filosofis, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu kepercayaan, pemikiran, ajaran
serta kejadian dengan melihatnya sebagai kenyataan yang mempunyai kesatuan
mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan dimana
kepercayaan, ajaran , dan pemikiran itu muncul, sebagai upaya penegasan yang
juga merupakan pengaruh dari hasil interaksi dengan lingkungan dan akar sejarah
yang berkembang. Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, analitik, yaitu
menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikiranya
secara sistematis, terkait suatu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar
belakang dan sikap yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari  faktor-faktor yang
mempengaruhi sikap Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali tidak terlepas dari
pengaruh sosial, pendidikan, organisasi, karir politik dan pemikiran. Sehingga,
dapat jelas dilihat pada sisi persamaanya kedua tokoh tersebut sama-sama
menerima bahwa dalam Islam tidak mengatur pembentukan sebuah negara dan
menerima bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat. Dari segi perbedaaan Mengenai
relasi Islam dan negara, meskipun secara teoritis keduanya sepakat bahwa Islam
tidak mempunyai sistem kenegaraan yang baku, akan tetapi secara praksis aksi
politik mereka berbeda. Menurut Muhammad Natsir, Islam dan negara adalah dua
entitas yang tidak bisa dipisahkan (integratif), ia beranggapan bahwa urusan
kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam yang di dalamnya
mengandung ideologi atau falsafah hidup. Sementara menurut Munawir Sjadzali,
antara agama dan negara harus dipisahkan secara jelas fungsi dan wewenangnya
(sekuler), supaya tidak terjadi pendistorsian. Dan Islam hanya dijadikan sebagai
etika sosial saja dalam kehidupan bernegara, bukan sebagai landasan ideologi.

Kata kunci: Islam, Negara, Integratif, Sekuler.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana tentang relasi Issam dan Negara selalu menjadi wacana yang
tidak habis dimakan zaman, di Indonesia meskipun telah diperdebatkan
beberapa tahun yang lalu, dan mengalami pasang surut dalam percaturan
politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini seladalu bertahan pada momen-
momen tertentu. Hampir dapat dipastikan ketegangan dan perdebatan ini
muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar
bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu
yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Daam sgarah peradaban umat manusia, agama dan negara adalah dua
institus yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia.
Ajaran yang menyatakan, “berilah raja apa yang menjadi haknya dan berilah
gereja apa yang menjadi haknya” bisa dipahami sebagai fakta kuatnya
pengaruh keduainstitusi tersebut.*

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama (Islam) dan Negara,?
khususnya setelah momentum kemerdekaan ketika pembentukan konstitusi
negara Indonesia, secara lebih nyata dapat dilihat ketika terjadi suatu

polemik-polemik pada awa 1940-an, polemik itu telah menyentuh

'Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, Konstrukss Sosial Berbasis Agama,
(Yogyakarta, LkiS:2007 ) him.21

3  Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Idam di Indonesia,cet.1.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 ) him. 144.



masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama dan
negara. Dalam periode ini, tidak berlebihan jika dikatakan tokoh yang
sering terlibat adalah Soekarno dan Natsir.

Kaitanya dengan itu bahkan muncul istilah, nasionalisme di Indonesia
dimulai dengan nasionalisme muslim, dan karena itu dapat dikatakan bahwa
Islam identik dengan nasionalitas.® Sgjalan dengan pandangan ini cukup logis
apabila Issam dan Indonesia terdapat banyak keterkaitan termasuk pada
peristiwa perumusan Pancasilaitu sendiri.

Sejalan dengan argumen di atas, sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi
formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, Pancasila menjadi
bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan,
khususnya Islam.* Pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi Pancasila
yang diinstruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan
yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik
semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni
mengenai perdebatan ideologi. Sebenarnya sumber perdebatan itu adalah
karena masih belum adanya konsensus mengenai relasi Islam dan negara,®
khususnya mengenai sistem negara apa yang akan dipakai untuk membangun
Indonesia, apakah berasaskan Islam atau sekuler.

Hubungan antara agama dan ideologi negara pada dasarnya telah

menjadi perhatian para pemikir dari zaman ke zaman apalagi kalau dikaitkan

* Faishal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Islam
Kreatif dan Pancasila, (Yogyakarta: Tiarawacana.1999 ), him. 50.

4.Douglas E. Ramage, Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi
Toleransi, alih bahasa Hartono Hadikusumo, (Y ogyakarta: Mata Bangsa, 2002 ), him. 2.

® Douglas E. Ramage, Percaturan Politik di Indonesia, him.19.



dengan masalah pembangunan, yang pada dirinya mengandung kepentingan
tersendiri pula. Dengan demikian, terdapat bahaya sangat besar berupa
keinginan untuk menimbulkan minat belaka dalam membicarakan topik
tersebut, tanpa dapat dikemukakan sesuatu yang fundamental untuk menjadi
bahan renungan kita bersama. Apalagi kalau pendekatan yang diambil hanya
untuk mencari kaitan dipermukaan belaka antara agama dan ideologi negara.®

Fakta bahwa negara Indonesia memiliki beragam budaya, Agama dan
suku. Abdurahman Wahid berpendapat, dalam karakteristik masyarakat
heterogen terdapat kategorisasi yang dapat dinisbatkan pada kelompok-
kelompok atau etnis tertentu.

Pertama, accomodationist, yakni kelompok yang etnis yang bisa
bekerjasama dengan kelompok-kelompok etnis lainya dalam upaya
menemukan formulasi nation-building yang tepat bagi kelangsungan hidup
mereka sebagal negara-bangsa. Kelompok ini mengembangkan toleransi, baik
dalam rangka membangun bangsa maupun menata dan memfungsikan negara
dadam arti yang sebenarnya. Kedua, reservasionist, yaitu kelompok
masyarakat yang ingin mempertahankan status quo. Ketiga, yakni kelompok
masyarakat yang menginginkan perubahan radikal guna untuk memperbaiki
keadaan dalam suatu negara. Keempat, rejectionist, yakni kelompok etnis

yang merasa tidak bisa bergabung dengan kelompok etnis lainnya. Kelompok

® Abdurrahman Wahid “Prisma Pemikiran Gus Dur”” (Y ogyakarta: LkiS:2010), him.1



ini selalu menuntut pembentukan negara-bangsa tersendiri atau pemisahan
negara berdasarkan sentimen etnis yang dimilikinya.’

Sementara untuk memahami fenomena Islam era modern ini tampaknya
akan lebih terbantu bila Islam dilihat sebagai sistem nilai dan gjaran maupun
sebagai realitas sosial.? Sebagai sistem nilai dan ajaran, ia bersifat ilmiah dan
karenya sekaligus transenden. Sebagal realitas sosia, Islam adalah fenomena
peradaban sekaligus kultur dalam kehidupan manusia. Islam dan redlitas sosia
tidak hanya sgumlah doktrin yang bersifat universal dan kontekstual, namun
juga mengejawentahkan dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh
dinamika ruang dan waktu.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa konteks Islam tidak
cukup dikgji dari ruang spiritua keagamaan, melainkan Islam dapat dipahami
dalam berbagai kontek termasuk dalam kontek sosial kemasyarakatan, sosial
ekonomi dan bahkan Islam mencakup konteks politik.

Penelitian ini mengambil judul “Islam dan Negara: Studi Komparasi
Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali”. Penyusun lebih
memfokuskan pada dua tokoh ini yang tentunya telah banyak mewarnai
wacana perdebatan Islam dan Negara sepanjang lahirnya kemerdekaan bangsa

Indonesia sampai saat ini.

" Ali Maschan Moesa“Nasionalisme Kiai Konstruks Sosial Berbasis Keagamaan”
(Yogyakarta: LkiS:2007), him.35.

® Azyumardi Azra“Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernism, hingga
Post-modernisme” (Jakarta: Y ayasan wakaf Paramadina, 1996) bagian pertama



Kedua tokoh ini menarik untuk dikgji. Pertama, secara umum keduanya
masuk dalam kategori aliran yang sama yaitu integratif modernis tetapi beda
pendapat mengenai relasi Islam dan negara, khususnya azas negara, apalagi
kelompok (background) yang diwakilinya sangat kontradiktif dengan gagasan
dan prilaku politik tokoh tersebut, sedangkan Muhammad Natsir yang
dibesarkan dalam lingkungan modernis justru lebih akrab dengan pemikiran
politik I1slam fundamentalis seperti al-Maududi yang sangat menginginkan
Islam dijadikan sebuah dasar negara karena menurut Muhammad Natsir
sendiri meniru sistem pemerintahan Barat adalah tindakan sekuler yang
bertentangan dengan gjaran-gjaran Islam?®

Muhammad Natsir menawarkan Islam sebaga azas negara bukanlah
aks pembangkangan negara (makar), akan tetapi lebih pada penghidupan
demokrasi. Oleh sebab itu dalam pidatonya pada sidang pleno konstituante (12
November 1957) ia menghendaki negara Indonesia ini berazaskan ideologi
Isam. “Negara demokrasi berdasarkan Islam”.” Keinginannya ini bukan
semata-mata karena Islam agama mayoritas di Indonesia melainkan garan
Islam mengenai ketatanegaraan serta kehidupan bermasyarakat itu mempunyai
sifat yang sempurna dalam menjamin kerukunan beragama dan bernegara.™*

Dalam memandang Islam dan negara, masalah ketatanegaraan
merupakan hal yang tak bisa ditinggalkan, sebab faktor inilah yang kemudian

seringkali memunculkan perdebatan antara kelompok muslim idealis dan

® Muhammad Natsir , Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, cet. ke-1 (Jakarta:
Media Dakwah, 2001), him. 200.

' Muhammad Natsir , Agama dan Negara dalam Perspektif 1slam, him. 200.
! Muhammad Natsir , Agama dan Negara dalam Perspektif |slam,him. 203.



realis di negara kita. Adanya “Sistem Kekhalifahan” di masa Rasulullah
S.A.\W. dan sahabat membuat sebagian masyarakat muslim dunia semakin
menyakini bahwa jauh sebelum sistem demokrasi muncul, sebenarnya Islam
telah mempunyai sistem Tata Negara sendiri.

Sesuai perspektif Ahl as-Sunnah wa al-Jama‘ah pemerintahan dinilai
dari segi fungsionalnya bukan pada formalitas bentuknya, apakah negara
Islam atau bukan. Di samping itu, menurut Munawir Sjadzali Islam tidak
mempunyai konsep pemerintahan yang definitif, misalnya tentang suksesi
kepemimpinan terkadang memakai istikhlaf, bay‘ah, dan ahl al-Halli wa al-
Aqdi (sistem formatur). Hal ini menunjukkan Islam inkonsisten dan tidak
mempunyai konsep yang baku.*

Pentingya kajian ini terhadap studi Agama adalah, menemukan akar
sgjarah Agama relasinya dengan negara di Indonesia, serta memperluas
wawasan keagamaan kaitanya dengan negara, karena kita tahu agama tidak
berdiri sendiri dalam sgarah kehidupan umat manusia. Termasuk pemilihan
kedua tokoh yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena peneliti merasa
betapa pentingya peran kedua tokoh dengan sumbangan pemikiran dan
kiprahnya dalam memajukan keilmuan agama dan kemajuan negara.

Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali adalah dua tokoh agama yang
peranan dan pemikiranya banyak mewarnai khasanah pemikiran keagamaan
dan kenegaraan di Indonesia, karena sadar dengan betapa pentingnya

pemikiran beliau sehingga begitu banyak para pendliti yang terus berusaha

12 Dedy Djamaluddin Malik dan Idy Subandy Ibrahim, Zaman Baru Isiam Indonesia,
him.169.



menelaah dan mendliti pemikiran beliau namun tidak ada peneliti yang
mengkaji perbandingan pemikiran beliau. Dengan aasan itulah penyusun

berusaha meneliti pemikiran duatokoh tersebut.

. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dipaparkan bahwa ada persamaan dan perbedaan
pemikiran di antara Muhammad Natsir dengan Munawir Sjadzali mengenai
hubungan Islam dan negara, keduanya sama-sama menjunjung nilai demokrasi
tetapi berbeda dalam gagasan dan prilaku politiknya. Hal ini bisa disebabkan
latar belakang sosiohistoris yang berbeda. Oleh sebab itu perlu penyusun
tegaskan bahwa fokus dari permasalahan ini yaitu:
1. Faktor apa sgakah yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Natsir dan

Munawir Sjadzali dalam memandang relasi 1slam dan Negara?

2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pemikiran Muhammad Natsir dan

Munawir Sjadzali mengenai relasi Islam dan Negara?

Dua pokok masalah di atas diharapkan dapat mewakili dari beberapa
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di samping itu juga berguna

untuk memperjelas arah penelitian yang dimaksud.

. Tujuan dan Manfaat
Dalam setiap pendlitian, pasti mempunyai maksud dan tujuan yang ingin

dicapal oleh pendliti. Rumusan masalah di atas dapat menjadi acuan untuk



menetapkan maksud dan tujuan penelitian sehingga dapat mencapa target

yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan pendlitian

a

Ingin mendalami secara luas perbandingan pemikiran Muhammad
Natsir dan Munawir Sjadzali tentang Islam dan Negara.

Mengungkap secara obyektif perbandingan pemikiran Muhammad
Natsir dan Munawir Sjadzali

Bagi pendliti, dengan melakukan penelitian ini akan menambah
pengetahuan peneliti dan diharapkan mampu memberi motivasi kepada
peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan

memperdalaminya agar mendapat hasil yang maksimal.

2. Manfaat Pendlitian

a

Dapat memahami gagasan-gagasan Pemikiran Muhammad Natsir dan
Munawir Sjadzali

Untuk memenuhi persyaratan akhir mendapat gelar Sarjana Strata satu
(S1) pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Program Studi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Y ogyakarta.

Bagi masyarakat umum penelitiaan ini dapat dijadikan bahan bacaan

tentang pemikiran kelslaman dan kenegaraan.



D. Telaah Pustaka

Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali adalah tokoh pemikir dan
sekaligus seorang politikus yang sangat dikenal oleh masyarakat |uas,
meskipun keduanya hidup pada masa yang berlainan, namun gagasannya
selalu segar bahkan sering dijadikan rujukan dalam momen-momen akademik.

Penelitian ini mempunyai dua variabel. Pertama, mengena diskursus
Relas Isslam dan Negara. Kedua, mengenai pemikiran Muhammad Natsir dan
Munawir Siadzali tentang Relasi 1slam dan Negara di Indonesia. Banyak buku
atau karya ilmiah yang membahas Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali
baik itu biografi, perilaku politik maupun gagasannya. Akan tetapi
pembahasan itu sering kali tidak dilakukan secara bersamaan hanya
difokuskan pada satu tokoh sga kalau memang ada yang mengkaji
perbandingan itu juga tidak membahas Muhammad Natsir dan Munawir
Sjadzali sekaligus. Karena penulisan ini meliputi dua variabel di atas, maka
penyusun merasa perlu menelaah buku-buku yang berkaitan dengan variabel
tersebut.

Sedangkan Ahmad Suhelmi dalam bukunya Soekarno Versus Natsir:
Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler (1999) juga
mengkaji pemikiran kenegaraan dalam perspektif Muhammad Natsir,
khususnya pandangan Muhammad Natsir vis-a-vis Soekarno. Buku ini lebih
melihat sosok pemikir Muhammad Natsir dibanding Natsir yang mewakili

tokoh modernisme Islam.



Arifin, dalam skripsi “Relasi Issam dan Negara: studi atas pemikiran
Muhammad syahrur 2005”. Skripsi ini membahas tentang model relasi I1slam
dan Negara pada penerapan syariat 1slam. Kekurangan dari skripsi ini adalah
kurang detailnya mengkaji keterkaitan antara Islam dan negara.

Ahmad Fahkhrudin, dalam skrips ““Relasi Negara dan agama menurut
Dr. Muhammad Imarah 2005”. Skripsi ini membahas tentang hubungan
agama dan negara menurut Imarah serta relevansinya dengan Islam
kotemporer.

Samin, dalam skrips yang berjudul Polemik Agama dan Negara ( Studi
Komparatif Soekarno vs Muhammad Natsir tentang Ideologi Negara). Skripsi
ini mengkaji lebih dalam tentang ideologi negara karena ideologi negara saat
ini, Pancasila, dianggap belum memenuhi dasar hukum untuk masyarakat
Indonesia. Muhammad Natsir tidak sepakat jika agama dipisahkan dari Negara
dan juga Pancasila sebagai |deologi Negara.

Dalam skrips Ahmad Anfasul Marom, Diskursus Pemikiran Politik
Isam di Indonesiac Studi Pemikiran Muhammad Natsir dan Abdurrahman
Wahid Tentang Relasi 1slam dan Negara. Ahmad Anfasul Marom berusaha
menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam memandang relasi I1slam
dan Negara dengan menggunakan pendekatan Ushul Fikih yang mana
menyinggung kaitannya dengan ideologi negara akan tetapi cakupannya masih
secara umum dan terfokus pada kajian politik.

Pemikiran Munawir Sjadzali mengenai negara agama atau negara

teokrasi, sebuah negara akan dikatakan negara agama atau teokarasi, apabila
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terdapat unsur-unsur tertentu, maka negara tersebut dapat dikatakan negara
agama, atau negara teokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara menurut
Munawir dikarenakan negara Indonesia tidak terdapat dari unsur negara
agama atau negara teokarasi Pancasila sebagai ideologi negara menurut
Munawir merupakan untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara
umum, baik itu dari aspek politik maupun social ekonomi. Ini termuat dalam
skripsi Dedy Faisal yang berjudul Islam dan Negara (Negara Pancasila
menurut Pemikiran Munawir Sjadzali).

Dari sekian karya yang membahas Islan dan Negara, bak yang
disebutkan penyusun di atas maupun yang ditemukan penyusun, belum ada
karya yang membahas secara implisit relasi 1slam dan Negara studi komparasi

pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali.

. Kerangka Teori

Perkembangan agama Islam memang sudah menjadi bagian integral dari
sgjarah Indonesia. Perdebatan hubungan antara agama dan kekuasaan menjadi
wacana yang menarik dikalangan pemerhati agama maupun akademisi. Jika
agama diperlakukan sebagai alat yang konstruktif, maka dengan
sendirinya agama dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol segala
kebijakan yang dilakukan penguasa. Bahkan pada masa kolonial, agama
dijadikan sebaga sarana dalam mengusung “ldeologi Jihad” untuk
melawan ekspansi penjgjah, meskipun pada mulanya hanya bersifat sosio-

kultural.
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Lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji masalah Islam dan negara
maka penyusun mengkategorikannya dalam perspektif Figih As-Siyyasyah
atau Siyyasyah As-Syar‘iyyah. Menurut Abdul Wahab Khalaf definis
Siyyasyah As-Syar‘iyyah ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin
dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan
terhindar dari kemudaratan. Dengan demikian siapapun yang ingin
membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada Maslahah al-

Mursalah (kepentingan umum).

Pada awalnya politik menjadi tulang punggung sgarah. Oleh karena
itu buku-buku teks sgarah yang beris tentang keadian-keadian
mengenai rgja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan,
kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani),
dan interaksi antar kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan.
Dominasi politik dalam penulisan sgjarah menjadi kewagaran untuk waktu

yang lama.*®

Setidaknya kepentingan esensial yang diperlukan di atas sgalan dengan
dirumuskannya lima tujuan syari’ah meskipun tidak termuat secara
menyeluruh, lima tujuan tersebut yaitu: memelihara kemaslahatan agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara

harta dan kehormatan.*

3 K untowijoyo, Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Tiara Wacana, 2003), him. 174.
¥ Muhammad Ismail Syah dkk., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
him. 67.
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Objek kajian figih siyasah atau Siyasyah as-Syari‘yyah menurut Abdul
Wahab Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang
dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan dasar gjaran agama yang
bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia untuk kebutuhan mereka.™
Dengan demikian secara garis besar bahasan Figih as-Siyasyah meliputi tiga
aspek utama di antaranya: 1) Peraturan dan Perundang-Undangan Negara
sebagai pedoman dan landasaan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2) Pengorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan. 3) Mengatur hubungan
antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam

usaha mencapai negara.*

Pada penggunaan teori berikutnya, untuk membidik model relas Agama
dan Negara lebih jauh, pada kontek penelitian ini penyusun juga meminjam
teori dari Abdullahi Ahmad An-Naim, dengan model paradigma barunya
Abdullahi Ahmad An-Naim, beliau berpendapat bahwa Syari’ah tidak cukup
hanya dengan reformasi hukum Islam akan tetapi Iebih dari itu yaitu dengan
rekonstruksi, reaktualisasi atau bahkan mungkin harus dengan dekonstruksi.
Karena Islam lahir dalam setting masyarakat yang sama sekali berbeda dengan
masyarakat kontemporer yang tengah berlangsung dalam kehidupan modern
saat ini.

Sebagail seorang cendikiawan Muslim, Abdullahi Ahmad An-Naim tentu

sgja memiliki titik tolak pemikiran. Pertanyaanya, apakah Islam sebenarnya

> Abdul Wahab Khallaf, Al-Syasat al-Syari’at, (AL-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977), him.
4

16 J Suyuthi Pulungan, Figih Syasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), him. 28.
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sesual atau tidak sesuai dengan sistem politik modern, di mana ide tentang
negara-bangsa (enation state) merupakan salah satu unsur utamanya.
Pertanyaan ini dicetuskan dari suatu keyakinan Abdullahi Ahmad An-Naim
bahwa negara-bangsa merupakan suatu kenyataan (bentuk negara modern)

yang harus diterima oleh umat Islam.”’

Penekanan Abdullahi Ahmad An-Naim terhadap institus negara dan
agama dalam sgarah masyarakat Islam bukan berarti bahwa pengalaman
masa lau masyarakat tersebut harus menjadi model bagi masyarakat Islam
saat ini dan masa depan. Ada perbedaan yang jelas antara institus negara
dan agama dalam masyarakat Islam. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa
tidak ada satu model institusi dan negara yang baku dalam masyarakat Islam,
yang ada adalah sgumlah model yang saling bersaing. Bahkan, dalam setiap
model terdapat ketidak jelasan mengenal bagaimana distribusi otoritas, fungsi,
dan hubungan institusi-institusi tersebut. Meyakini dan mengaktualisasikan
suatu cara pandang syariah merupakan hak setiap individu. Artinya, setiap
individu memiliki kebebasan yang sama soa ini."”* Sama bebasnya dengan
penganut agama lain dalam mengapresiasi keyakinan agamanya masing-
masing. Jika demikian, menjadi tidak mungkin bila agama (sabda Tuhan yang
diyakini kebenarannya) lantas menjadi konstitusi sebagaimana hukum positif.
Y ang terjadi pasti konflik dan perebutan otoritas. Atas dasar inilah Abdullahi

Ahmad An-Naim menolak atas meresistensi setigp kekuatan yang mencoba

Y Abdullahi Ahmad An-Na’im, Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan
Syariah,(Bandung: Mizan, 2007),him. 57

® Abdullahi Ahmad An-Naim, Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan
Syariah,him.57.
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memaksakan syariah sebagai konstitusi Negara dengan tanpa mengakomodir
pihak-pihak lain yang senegara namun memiliki cara pandang dan konsep

yang berbeda soal syariah.

Terakhir adalah dialektika dalam pembentukan negara dan pemilihan
pemimpinnya. Pada titik ini, yang paling ideal, paing adil, dan paling
meminimalisir konflik antar kelompok beragama, Abdullahi Ahmad An-Naim
mengajukan konsep negara modern sebagai pilihan yang tepat.® Negara
modern yang dimasud merupakan Negara yang menerapkan hukum positif

sebagal konstitusinya.

Negara modern dengan hukum positif dipilih Abdullahi Ahmad An-
Naim sebab konstitusinya paling netral dari keberpihakan pada symbol dan
identitas agama apapun. Hukum positif merupakan hasil dari konstruks yang
bermuara pada rasionalitas dan tuntutan yang bersifat empiris. Dalam hukum

positif pula, setiap kelompok memiliki jatah kebebasan yang setara.

Umat Islam kontemporer harus memiliki corak yang khas yang selaras
dengan konteksnya. Gagasan ini akan tampak jelas sekali jika ditarik pada
konteks negara. Mungkin banyak dari generasi Islam masa lalu mampu
menerapkan hukum klasik sebagal konstitusi negara, namun hal yang sama
sangat riskan jika diulangi pada saat sekarang ini. Sebab kompleksitas
masyarakat saat ini sangat jauh bila dibandingkan dengan masa lalu. Jika

dipaksakan, yang tersisa hanyalah konflik horisontal.

¥ John O. Voll, “Foreword”, dalam Abdullahi Ahmad An-Na’im,Toward,hlm.ix-x.
Bandingkan dengan An-Na’im, Isam dan dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan
Syariah, him.162

15



Negara modern dengan hukum positif dipilih  An-Na’im sebab
konstitusinya paling netral dari keberpihakan pada simbol dan identitas agama
apapun. Hukum positif merupakan hasil dari konstruksi yang bermuara pada
rasionaitas dan tuntutan yang bersifat empiris. Dalam hukum positif pula,
setiap kelompok memiliki jatah kebebasan yang setara. Penetapan negaraideal
dalam bentuknya yang modern dengan hukum positif sebagai konstitusinya
dilatarbelakangi oleh pandangan Abdullahi Ahmad An-Naim bahwa negara,
sgjatinya, merupakan murni persoalan teritorial, bukan persoalan agama.
Mengurus teritorial diperlukan sebuah telaah yang bersifat proporsional dan
kontekstual. Apalagi yang menyangkut hak setiap penghuni yang menetap

diteritori tersebut.

Abdullahi Ahmad An-Naim mengajukan sebuah pandangan bahwa
semestinya setiap konstitusi negara dibuat berdasarkan apa yang disebut nalar
publik (public reason).” Pengertian publik kaitanya dengan konteks ini tidak
sebatas pada salah satu kelompok dominan, melainkan seluruh entitas

kelompok yang ada dalam teritorial tanpa diskriminasi.

F. Metodologi Penelitian
Agar penditian dan pembahasan ini lebih terfokus pada tujuan yang
ingin dicapai oleh penulis dan dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian
ini memerlukan suatu metode tertentu, adapun metode yang digunakan

sebagal berikut:

2 Abdullahi Ahmad An-Na’im, Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan
Syariah, him.147.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah kajian pustaka (library research), yaitu
penelitian yang bersifat empiris yang bersumber dari temuan-temuan
penelitian terdahulu.® Jadi penelitian ini  menekankan sumber
informasinya dari buku-buku seputar Islam dan Negara, sesuai kerangka
pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali, jurna dan literatur
yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.
2. Sumber data
Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Dalam
penelitian ini, penyusun menggunakan dua sumber data: pertama sumber
data primer dalam penggunaan data primer penyusun menggunakan buku-
buku yang ditulis langsung oleh kedua tokoh yang diteliti, seperti karya
Munawwir Sjadzali yang berjudul “Islam dan Tata Negara: Ajaran,
Sejarah dan Pemikiran”1993 dan karya Muhammad Natsir seperti “Agama
dan Negara dalam Perspektif Islam” 2001. Kedua, sumber data sekunder,
data sekunder adalah data pelengkap yaitu karya-karya yang membahas
objek yang sama.
3. Teknik pengumpulan data

a Dokumentasi

Dalam penelitian kuaitatif dukumen pada umumnya digunakan
sebagai sumber sekunder, tetapi dalam dalam penelitian tertentu,

didalamnya dukumen merupakan satu-satunya naskah, sehingga dianggap

?! Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya. 2008), him. 10.
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sebagal sumber data utama, maka dukumen menduduki posisi sebagai
sumber utama®Teknik dokumentass merupakan suatu  teknik
pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen baik dokumen tertulis, gambar dan elektronik.? Dalam
penelitian ini data yang dibutuhkan adalah telaah pada teks-teks yang

menerangkan objek.

b. Teknik pengolahan data

Andisis data merupakan proses memilih, membandingkan,
menggabungkan, memilih berbagai pengertian, hingga ditemukan

pengertian yang relevan dengan fokus penelitian.®

Jadi dalam penelitian ini penulis mengambil buku, jurna atau
literatur yang lain tentang pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir
Sjadzali terkait relasi Islam dan Negara. Selanjutnya barulah menganalisis
perbedaan dan persamaan pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir
Siadzali.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis-filosofis,
metode penelitian sgjarah atau disebut metode historis. Metode penelitian

sgjarah adalah suatu langkah atau cara untuk merekonstruksi masa lampau

22

Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar. 2010).
him. 235.

% Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,him. 21-22.

> Amin Abdullah dkk. Metodologi Penelitian Agama “Pendekatan Multidisipliner”
(Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Suka. 2006), him. 224.
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secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik,
menafsirkan, dan mensintesiskan data dalam rangka menegakkan fakta
serta kesimpulan yang kuat,” sedangkan pendekatan filosofis mengkaji
tentang cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan
inti, hakekat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek
formalnya. Metode Historis filosofis adalah suatu pemahaman terhadap
suatu kepercayaan gjaran, kejadian dengan melihatnya sebagai kenyataan
yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan,
golongan, dan lingkungan dimana kepercayaan dan garan itu muncul .
Jadi pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yang
berusaha memahami sgjarah relasi 1Islam dan Negara dengan merujuk pada
pemikiran tokoh, dan pokok-pokok nilai objek penygjian data dalam

penelitian ini pun bersifat historis-filosofis.

Tentunya, pendekatan ini dipilih guna mendapatkan jawaban-
jawaban yang objektif sesuai dengan prinsip penelitian. Dan berkaitan
dengan terma yang diangkat, penulis mencoba untuk menelaah relasi

Agama dan pemikiran tokoh Agama sesuai metode yang dipilih.

* Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999), him. 55.
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G. Sistematika Pembahasan
Daam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima bab:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masaah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis,
metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan biografi pemikiran Muhammad Natsir dan
Munawir Sjadzali. Penelaahan ini meliputi latar belakang sosial, keagamaan
dna perilaku politik kedua tokoh tersebut dalam menggagas relasi I1slam dan
negara di Indonesia. Bab ini juga menyinggung sedikit cita-cita ideologi
negara yang mereka perjuangkan sebaga representasi tokoh muslim yang
peduli terhadap bangsa, di antaranya yang berkaitan dengan Islam dan
Negara.

Bab ketiga melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran politik
Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali terkait relasi Islam dan Negara,

Bab keempat menganalisa pemikiran kedua tokoh tersebut tentang relasi
Isam dan Negara, yaitu dengan membandingkan gagasan kedua tokoh di
atas, apakah dalam pendlitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang
signifikan.

Bab kelima penutup, beris kessimpulan dan saran-saran. Kesimpulan
dimaksudkan untuk memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya, dengan memberikan konklusi pemikiran Muhammad

Natsir dan Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan Negara, sedangkan
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saran-saran ditujukan bagi para penyusun atau peneliti yang akan mengkaji

masal ah-masal ah yang berkaitan dengan variabel skripsi ini Iebih lanjut.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bisa dipahami bahwa secara historis
kondis sosia politiknya Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali memang
berbeda, Akan tetapi secara ideologis perjuangan dan cita-cita politik mereka
masih terus mewarnai panggung politik Indonesia hingga saat ini. Hal ini bisa
dilihat dari implikas pemikiran dan cita-cita mereka terhadap pemikiran
politik Islam yang sedang berkembang kini. Dan untuk lebih jelasnya,
penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Mengena relas Islam dan negara, meskipun secara teoritis keduanya
sepakat bahwa Islam tidak mempunyai sistem kenegaraan yang baku, akan
tetapi secara praksis aksi politik mereka berbeda. Menurut Muhammad
Natsir, Islam dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan
(integratif), ia beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya
merupakan bagian integral Islam yang di dalamnya mengandung ideol ogi
atau falsafah hidup. Sementara menurut Munawir Sjadzali, antara agama
dan negara harus dipisahkan secara jelas fungsi wewenangnya (sekular),
supaya tidak terjadi pendistorsian. Dan seharusnya Islam hanya dijadikan
sebagal etika sosid sga daam kehidupan bernegara, bukan sebagai

landasan ideologi.
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2. Secara normatif paradigma Muhammad Natsir mengenai relasi Islam dan
negara di atas didasarkan pada salah satu ayat al-Qur’an yang berbunyi:
Dos (s amd V) Y 5 o) aslala
Sedangkan paradigma Munawir Sjadzali di dasarkan pada salah satu
kaidah Usul Figih yang berbunyi:
| alaally b sio dye il e peY) G s
Selain kondisi normatif tersebut, kondisi sosio-historis juga sangat
mempengaruhi model pemikiran mereka baik dari setting sosia maupun
aktivitas organisasinya. Muhammad Natsir dibesarkan di lingkungan Islam
modernis, yang sudah banyak melakukan pembaharuan dan pemurnian garan
Islam. Sedangkan Munawir Sjadzali tumbuh besar di lingkungan Islam taat
yang memegang teguh doktrin Islam klasik dengan mengkontekskan pada
tradis atau budaya setempat. corak pemikiran politik Muhammad Natsir
dikategorikan sebagai kelompok idealis dalam wacana politik Islam. Dan
sebagal konsekuensinya, pemikiran semacam ini banyak berimplikasi pada
tokoh Islam modernis, yang mereformasi doktrin-doktrin lama dengan tetap
berlandaskan a-Qur’an, akan tetapi tetap menolak keras paham sekular.
Sedangkan pemikiran politik Munawir Sjadzali dikategorikan sebagai
kelompok realis, yang cenderung moderat dalam merespon realitas sosid.,
pemikiran Munawir Sjadzali cukup mewarnai di kalangan Islam neo-
modernis, sebuah kelompok yang afirmatif dalam merespon sekulerisme, dan

secara tegas menolak formalisasi agama.
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B. Saran-saran.

Relasi Islam dan negara selalu mengalami ketegangan, dalam kehidupan
politik Indonesia, apalagi menjelang Pemilu baik di era orde lama ataupun
orde baru. Akan tetapi ketegangan itu telah mengalami perubahan di era
reformasi ini, karena aspiras politik Islam sudah tidak dipasung lagi dalam
berpolitik praktis seperti mendirikan partai 1slam.

Penelitian ini hanyalah salah satu cara bagaimana menyikapi relasi 1slam
dan negara di Indonesia. Dan lebih menitik beratkan pada perbedaan cita-cita
ideologi negara yang kemudian penyusun hadapkan pada dua tokoh,
Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali. Untuk itu masih banyak aspek lain
yang bisa diteliti oleh penyusun selanjutnya mengingat baru sebagian masalah
yang saat ini penyusun kaji dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Di antaranya
mengenai demokrasi, sistem tata negara Islam di Indonesia dan pandangan
mereka terhadap pemberlakuan Syari‘at Islam.

Berkaitan dengan skripsi ini penyusun mengharapkan saran dan kritik
para pembaca guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada. Selain
itu penyusun sendiri sadar bahwa karya ini merupakan buah pertama dari
proses panjang pendewasaan keilmuan penyusun, sehingga masih sangat

dimungkinkan jauh dari kesempurnaan.
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